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[bookmark: _Toc207095886]1.1. 	Latar Belakang
Sebagai negara dengan ekonomi yang berkembang pesat, Indonesia memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan kemakmuran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menyumbang pendapatan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. 
Menurut (Martati & Kusrihandayani, 2020) jumlah UMKM di Samarinda termasuk dalam kategori tingkat terbanyak, di karenakan dari dulu Samarinda dikenal sebagai kota dagang dan jasa. Kalimantan Timur memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi dengan kabupaten dan kota lain, dimana Samarinda memiliki seratus ribu unit UMKM yang terdiri dari kuliner empat puluh lima ribu unit, industri pengolahan seribu unit, kerajinan lima ratus unit, dagang emat puluh lima ribu unit, jasa sebelas ribu unit (Necolsen, 2024).
Menurut UU no. 28 tahun 2007, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak sangatlah penting bagi pembangunan suatu negara, khususnya bidang ekonomi karena sebagian besar perekonomian suatu negara ditopang oleh penerimaan pajak. Oleh karena itu penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.
UMKM mempunyai peluang yang sangat besar bagi penerimaan pajak negara (Putra, 2020). Besarnya penerimaan pajak dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pajaknya, dimana semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak maka semakin besar juga penerimaan dari pajaknya. Sayangnya, pertumbuhan pesat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak sejalan dengan meningkatnya kesadaran perpajakan dari para pelaku bisnis. Berikut adalah data penyampaian wajib pajak UMKM dari tahun 2020 hingga tahun 2023.
[bookmark: _Toc200836185]Tabel 1. 1 Jumlah Data Persentase Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Samarinda Ilir Tahun 2020 s.d Tahun 2023

	Tahun
	Jumlah Wajib
	Jumlah Penyampaian
	Persentase

	
	Pajak Orang
	SPT Tahunan WP
	Kepatuhan WP

	
	Pribadi UMKM
	OP UMKM
	OP UMKM

	2020
	                   16.603 
	                                       2.949 
	18%

	2021
	                   17.008 
	                                       3.228 
	19%

	2022
	                   17.579 
	                                       3.520 
	20%

	2023
	                   18.398 
	                                       3.073 
	17%


Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir, 2024

	Berdasarakan tabel 1.1 diatas, diketahui bahwa jumlah wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir terus meningkat setiap tahunnya. Namun dari tabel di atas, menunjukkan kurangnya persentase kepatuhan pajak, yang dimana juga pada tahun 2023 mengalami penurunan. Sehingga data tersebut memperlihatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi dalam menjalankan kewajibannya.
	Di dukung pernyataan dari www.pajak.go.id, pada bulan mei tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perpajakan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). ( www.pajak.go.id ) menyebutkan KPP Pratama Samarinda Ilir berharap dengan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM ini dapat menumbuhkan kesadaran para pelaku UMKM atas kewajiban mereka dalam hal perpajakan.
	Beberapa penelitian terdahulu sudah ada yang mengkaji mengenai hal-hal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti hasil dari penelitian (Graha dkk., 2024)  menyimpulkan kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi. Lalu hasil penelitan (Putri dkk., 2024) mengatakan perubahan cara pembayaran terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP OP UMKM. Sedangkan hasil dari penelitian (Harefa & Sidabutar, 2023) menunjukkan bahwa persepsi atas insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Deli Serdang. Untuk kesadaran pajak hasil dari penelitian oleh (Faidani dkk., 2023) menyatakan sosialisasi  perpajakan  memoderasi kesadaran  wajib  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.
	Kesadaran wajib pajak adalah seorang yang mengerti akan tanggung jawab mengenai pentingnya pembayaran pajak. Kesadaran perpajakan berdampak logis sebagai kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Suci dkk., 2023). 
Kemajuan teknologi juga berpengaruh dalam sistem perpajakan, yang saat ini sudah tersedia layanan bayar pajak secara online, namun belum tentu semua pelaku usaha mengerti bagaimana tata cara pembayarannya, terlebih bagi para pelaku usaha yang tidak dapat mengoprasikan perangkat seperti handphone dan PC. Perubahan cara pembayaran dari manual ke online bertujuan mempermudah wajib pajak UMKM dalam membayar pajak dan hal ini akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Fadilah dkk., 2021).
	Persepsi ialah menyimpulkan atau memberi penilaian, kesan atau makna. Lalu yang di maksud insentif pajak adalah pemberian bantuan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Yakni jika insentif menimbulkan persepsi positif, hal ini dapat meningkatkan timbal balik perilaku dari wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan. Persepsi yang positif terhadap insentif pajak akan menciptakan naiknya tingkat kepatuhan wajib pajak dengan dorongan tambahan bagi UMKM untuk mematuhi perpajakan (Zainal dkk., 2024).
Dengan banyaknya kemajuan yang telah diterapkan pada masa kini, namun kemajuan tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, oleh karena itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat.
Sosialisasi adalah memperkenalkan unsur atau nilai kepada masyarakat agar dipahami, dimengerti, dan dikenal masyarakat. Sosialisasi merupakan hal penting dalam upaya peningkatan kesadaran serta kepatuhan para wajib pajak. Maksudnya dengan adanya layanan serta sosialisasi dalam menjelaskan terkait peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru yang akan sangat bermanfaat bagi wajib pajak (Faidani dkk., 2023).
	Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985) merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (Fishbein and Ajzen, 1975) yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang belum sepenuhnya berada di bawah pengendalian seseorang yang belum lengkap dalam Theory of Reason Action. Inti dari Theory of Planned Behavior tetap pada faktor niat berperilaku, namun faktor penentu niat tidak hanya sikap dan norma subjektif tetapi juga aspek kontrol perilaku yang dirasakan. Namun, kontrol perilaku yang dirasakan memiliki implikasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memprediksi perilaku seseorang mau melakukan sesuatu. Bagi teori ini perilaku seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk patuh.
	Berdasarkan penjelasan di atas yang telah peneliti jelaskan, maka penulis ingin menganalisis lebih lanjut mengenai kesadaran pajak, perubahan cara bayar, dan persepsi insentif pajak, apakah memiliki hubungan atau menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Perubahan Cara Bayar, Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajb Pajak UMKM dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi”.


[bookmark: _Toc207095887]1.2. 	Rumusan Masalah
	Berikut adalah rumusan masalah berdasarkan latar belakang :
1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
2. Apakah perubahan cara bayar berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
3. Apakah persepsi atas insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
4. Apakah sosialisasi memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
5. Apakah sosialisasi memoderasi perubahan cara bayar terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
6. Apakah sosialisasi memoderasi persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
[bookmark: _Toc207095888]1.3. 	Tujuan Penelitian
	Berikut adalah tujuan masalah, berdasarkan rumusan masalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh perubahan cara bayar terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui apakah sosialisasi sebagai pemoderasi mempengaruhi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Untuk mengetahui apakah sosialisasi sebagai pemoderasi mempengaruhi perubahan cara bayar terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6. Untuk mengetahui apakah sosialisasi sebagai pemoderasi mempengaruhi persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
[bookmark: _Toc207095889]1.4. 	Manfaat Penelitian
	Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan, semoga hasil dari penelitian ini akan bermanfaat baik secara teoritis, maupun secara praktis, yaitu :
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil dari penilitian ini bisa memperkaya serta mengembangkan ilmu pengetahuan terutama pada bidang ekonomi, khususnya di bidang pajak.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan hasil dari penelitian ini bida menjadi informasi untuk para wajib pajak orang pribadi UMKM dan dapat menciptakan wajib pajak taat dan patuh pada kewajibannya, serta bisa menjadi sumber informasi bagi KPP Pratama Samarinda Ilir.
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[bookmark: _Toc207095892]2.1. 	Landasan Teori
[bookmark: _Toc207095893]2.1.1.	Teori Tindakan Beralasan
	Penelitian ini didasarkan pada teori perilaku terencana atau yang biasa disebut dengan Theory of Planned Behavior (TPB). Teori  TPB dikemukaan oleh (Ajzen, 1991) yaitu suatu teori yang membahas mengenai hubungan antara sikap seseorang yang dapat memengaruhi niat dan kelakukan seseorang tersebut. Menurut (Suci dkk., 2023) Theory of Planned Behavior (TPB) ialah teori dimana terdapat kontrol keperilakuan (control beliefs) yang berhubungan pada kehendak (intention) individu, apabila wajib pajak memiliki kontrol keperilakuan yang tinggi akan kesadaran membayar pajak maka kehendak untuk melakukan perilaku patuh pajak pun akan tinggi.
	Secara umum teori TPB menyatakan bahwa seseorang akan mempertimbangkan semua informasi sebelum melakukan suatu hal secara sadar. Kepatuhan akan tercipta jika informasi tersebut dapat meningkatkan rasa percaya wajib pajak. Kepatuhan pajak juga merupakan keputusan wajib pajak yang sadar akan kewajibannya dengan memutuskan suatu tindakan dengan mempertimbangkan semua informasi yang ada.
[bookmark: _Toc207095894]2.1.2. 	Kepatuhan Wajib Pajak
Salah atu faktor dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ialah kewajiban wajib pajak yang terlaksana dengan baik. Menurut (Febriani & Kusmuriyanto, 2015) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting yang dimana juga sistem perpajakan Indonesia menerapkan self assisment system, dengan maksud wajib pajak diharuskan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Kepatuhan dapat terwujud dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakkan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan dengan menempatkan wajib pajak sebagai subjek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya (Valianti & Damayanti, 2017).
[bookmark: _Toc207095895]2.1.3. 	Kesadaran Waib Pajak
	Kesadaran wajib pajak adalah suatu hal yang dirasakan dalam diri seseorang atas pemahaman secara alami yang terjadi dalam diri seseorang atas keadaan mengerti dan memiliki kendali diri yang penuh atas dirinya untuk mematuhi pajak. Dalam kamus besar bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan seseorang yang ingat dan paham akan keadaan yang sebenarnya. Dapat dikatakan sebagai kesadaran wajib pajak, yaitu ketika wajib pajak memahami dan menyadari akan tanggung jawab dan hak nya secara penuh dalam menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak tanpa adanya pengaruh dari pihak luar (Lie & Novianti, 2023).
[bookmark: _Toc207095896]2.1.4 Perubahan Cara Bayar
	Perubahan cara bayar adalah perubahan metode pembayaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang sebelumnya pembayaran harus dilakukan secara manual, sekarang bisa dilakukan secara otomatis Kamila dkk (2024). Perubahan cara bayar ini dapat memudahkan seseorang untuk menunaikan hak dan kewajibannya secara efisien dan efektif. 
Kini kemajuan teknologi juga berpengaruh dalam sistem perpajakan, contohnya pembayaran pajak secara online atau e-billing. Dimana pembayaran ini dapat di lakukan dimana saja dan kapan saja. Pembayaran pajak online dikembangkan pemerintah untuk memudahkan masyarakat membayar pajak merupakan salah satu pemanfaatan kemajuan teknologi (Suci dkk., 2023)
	Pembayaran pajak secara online dapat di akses melalui perangkat seperti handphone dan PC, selagi perangkat tersebeut masih tersambung dengan jaringan internet. Adapun pembayaran pajak melalui e-billing, (Fadilah dkk., 2021) menyatakan e-billing adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Wajib pajak akan menyetorkan pajaknya secara elektronik dengan datang ke bank atau pos yang menyediakan pelayanan penerimaan setoran untuk negara.
[bookmark: _Toc207095897]2.1.5.	Persepsi Atas Insentif Pajak
Persepsi merupakan tanggapan berupa kesan atau pendapat yang disampaikan seseorang mengenai sesuatu yang di rasakan, di lihat, atau di dengar. (Harefa & Sidabutar, 2023) menyebutkan bahwa Persepsi adalah sebuah proses dimana seseorang dapat menginterpretasi, mengalami dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dilingkungan luar. 
Tindakan atau perilaku yang akan diambil oleh seseorang di pengaruhi oleh persepsi. Persepsi akan mempengaruhi baik dan buruknya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya atau dalam menilai kebijakan perpajakan yang ada.
Menurut (Harefa & Sidabutar, 2023) insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. (Yulistiani dkk., 2022) menyatakan dengan adanya insentif perpajakan diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap reaksi dan perilaku wajib pajak. Pemanfaatan insentif pajak dapat memperbaiki dan meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia. Dimana juga kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM.
[bookmark: _Toc207095898]2.1.6. 	Sosialisasi Perpajakan
Sosialisasi perpajakan adalah upaya pembinaan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak mengenai segala sesuatu mengenai perpajakan (Amalia dkk., 2024), tujuannya adalah untuk memberikan wawasan, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat serta wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang perpajakan, perundang-undangan, dan tata cara perpajakan (Veronica dkk., 2015), menyebutkan dengan dilakukannya sosiaisasi pajak, masyarakat diharapkan dapat mengetahui pengalokasian pajak yang disetorkan ke negara sehingga meningkatkan kepatuhannya dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya.
(Kurniawan dkk., 2014) mengatakan sosialisasi perpajakan adalah suatu program/kegiatan yang diimplementasikan oleh DJP untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Bentuk kegiatan sosialisasi perpajakan: 
1. Penyuluhan dan edukasi perpajakan: penyuluhan, multi media, dan website DJP.
2. Tax center.
3. Kegiatan penunjang penyuluhan dan edukasi perpajakan.
[bookmark: _Toc207095899]2.2.	Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, perubahan cara bayar dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak:
[bookmark: _Toc200836192]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No
	Judul dan Tahun
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	
	Penelitian
	
	

	1.
	Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

(Putri dkk., 2024)
	Variabel  Dependen :
a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Variabel Independen :
a. Tingkat Pendapatan. 
b. Perubahan Cara Bayar.

	Menurut penelitian tingkat pendapatan terbukti dan perubahan cara bayar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP OP UMKM.


Disambung ke halaman berikutnya


Tabel 2.1. Sambungan
	2.
	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang).

(Lie & Novianti, 2023)


	Variabel Dependen :
a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel Independen :
a. Kesadaran Wajib Pajak.
b. Tarif Pajak.
c. Insentif Pajak.
d. Sanksi Pajak.
	Menurut penelitian, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, insentif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak oran pribadi.

	3.
	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19.

(Fadilah dkk., 2021)
	Variabel Dependen :
a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Variabel Independen 
a. Tingkat Pendapatan.
b. Penurunan Tarif.
c. Perubahan Cara Bayar.
	Menurut penelitian, hasil menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan memiliki nilai signifikansi, sehingga tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penurunan tarif wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan,  perubahan cara pembayaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.


	4.
	Pengaruh Pengatahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

(Karlina & Ethika, 2020)
	Variabel Dependen :
a. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraa Bermotor.

Variabel Independen :
a. Pengetahuan Wajib Pajak.
b Kesadaran Wajib Pajak.
c. Sanksi Perpajakan.

	Menurut penelitian, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.


Disambung ke halaman berikutnya





Tabel 2.1. Sambungan
	5.
	Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

(Saputro & Meivira, 2020)
	Variabel Dependen :
a. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraa Bermotor.

Variabel Independen :
a. Tingkat Pendidikan Pemilik.
b. Praktik Akuntansi.
c. Persepsi atas Insentif Pajak.
	Menurut penelitian, pendidikan pemilik UMKM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, faktor praktik akuntansi dalam UMKM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, lalu persepsi atas kebijakan insentif pajak diperoleh memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.




Sumber : Penelitian Terdahulu
[bookmark: _Toc207095900]2.3.	Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir merupakan dasar tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Berikut skema kerangka berpikir yang bisa di lihat ada gambar 2.1 :
Theory of Planned Behavior (TPB)
Perilaku Wajib Pajak UMKM
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Persepsi Atas Insentif Pajak
Kesadaran Wajib Pajak
Perubahan Cara Bayar
 Sosialisasi Pajak

[bookmark: _Toc200843541]Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir
Sumber: Data Diolah, 2025


[bookmark: _Toc207095901]2.4.	Keterkaitan Antar Variabel
[bookmark: _Toc207095902]2.4.1.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak adalah tingkat pemahaman yang dimiliki oleh individu atau entitas mengenai kewajiban mereka dalam membayar pajak, sebagaimana diungkapkan oleh (Nafiah dkk., 2021). Berkaitan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) dimana terdapat kontrol keperilakuan (control beliefs) yang berhubungan pada kehendak (intention) individu, apabila wajib pajak memiliki kontrol keperilakuan yang tinggi akan kesadaran membayar pajak maka kehendak untuk melakukan perilaku patuh pajak pun akan tinggi (Suci dkk., 2023). Sikap positif yang dihasilkan dari kesadaran wajib pajak yang tinggi, terutama mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak bagi masyarakat secara keseluruhan, dapat mendorong individu untuk berpartisipasi aktif dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. 
Kesadaran ini mencakup kondisi di mana wajib pajak tidak hanya mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan, tetapi juga melaksanakan kewajiban tersebut dengan sukarela. Namun, masih ditemukan fenomena rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak, yang tercermin dari tingginya tingkat keterlambatan atau bahkan kelalaian dalam pelaporan serta pembayaran pajak di berbagai daerah. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak terjadi karena masih banyak orang yang belum memahami pentingnya membayar pajak, serta merasa ragu dengan penggunaan dana pajak oleh pemerintah. Selain itu, ada juga yang menunda atau tidak membayar pajak karena merasa terbebani secara ekonomi, kurangnya hukuman tegas, dan minimnya sosialisasi.
Berdasarkan data presentase kapatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir, presentase tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun 2022. Presentase kepatuhan wajib pajak UMKM tahun 2023 sebesar 17% sedangkan di tahun 2022 sebesar 20%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak menurun. Turunnya kesadaran wajib pajak akan berdampak pada berbagai aspek khususnya adalah penerimaan negara dalam sektor pajak juga akan menurun dan akan berdampak pada terhambatnya pembangunan suatu negara. Oleh sebab itu, kesadaran wajib pajak harus tertanam di setiap individu karena merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Dengan demikian, kesadaran yang kuat tidak hanya berfungsi sebagai pendorong bagi individu untuk memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya budaya kepatuhan pajak yang lebih baik di masyarakat.
Didukung dengan penelitian yang dilakukan (Graha dkk., 2024), menunjukan bahwa wajib pajak, dimana wajib pajak yang paham akan kesadaran pajak, dengan sukarela akan menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotsis sebagai berikut:
	H1 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
[bookmark: _Toc207095903]2.4.2.	Pengaruh Perubahan Cara Bayar Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
[bookmark: _Hlk201279097]Perubahan cara bayar adalah perubahan mekanisme pembayaran pajak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga pembayaran dapat dilakukan secara efisien tanpa harus membayar secara langsung.  Dalam konteks Theory of Planned Behavior (TPB), perubahan metode pembayaran yang lebih simpel dan praktis meningkatkan persepsi kontrol perilaku dari wajib pajak. Saat wajib pajak merasa memiliki lebih banyak kendali dan proses membayar pajak yang lebih mudah, niat dan kepatuhan dalam membayar pajak akan bertambah. Hal ini di karenakan adanya kontrol perilaku yang meningkatkan peluang terhadap kepatuhan pajak.
Sebelum adanya perkembangan teknologi yang pesat ini, WP diharuskan untuk membayar pajak dengan datang langsung ke kantor pajak. Namun, cara pembayaran manual seperti ini banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, seperti durasi yang memakan waktu, memungkinkan kesalahan dalam pencatatan, serta kesulitan administratif yang berdampak buruk pada tingkat kepatuhan pajak mereka (Eca, 2025). Perubahan metode pembayaran dapat mempermudah WP OP UMKM untuk melakukan tanggung jawab pajaknya yang dengan demikian dapat berpengaruh terhadap kepatuhan WP (Fadilah dkk., 2021). Dengan adanya perubahan cara bayar dengan memanfaatkan teknologi ini, diharapkan dapat menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. 
Saat ini sistem yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam proses pembayaran pajak menggunakan sistem bernama Cortex, yang sebelumnya bernama e-filling dan e-billing. Sistem Cortex merupakan sistem yang baru berjalan pada awal tahun 2025. Namun, dalam kenyataannya sistem cortex memiliki banyak permasalahan yang sering terjadi, mulai dari server yang sering erorr pada saat diakses dan kurangnya pemahaman WP dalam mekanisme penggunaan cortex. Di samping adanya sistem cortex, regulasi perpajakan yang ada di Indonesia masih sering mengalami perubahan . Dampaknya akan menyebabkan sistem cortex akan menjadi kurang relevan saat digunakan.
Banyaknya kekurangan dari sistem cortex ini akan berdampak pada terganggungnya proses pembayaran pajak. Selain itu, WP akan merasa bahwa sistem Cortex ini tidak nyaman untuk dipakai dan digunakan. Akibatnya, tujuan dari adanya perubahan cara bayar supaya efisien dan efektif tidak bisa tercapai sehingga kesadaran WP dalam membayar pajak juga akan turun karena WP merasa sistem yang digunakan sangat rumit. Dalam hal ini, berarti sistem cortex yang di Indonesia masih belum bisa maksimal karena banyaknya masalah yang sering dihadapi oleh WP.
Perubahan cara bayar pajak, dari metode manual ke sistem pembayaran elektronik seperti e-billing, e-filing, dan pembayaran melalui ATM, telah memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kemudahan ini memungkinkan pembayaran pajak dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus hadir secara fisik, sehingga diduga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan UMKM yang sebelumnya menghadapi berbagai kendala proses pembayaran pajak. Adanya hal tersebut akan meningkatkan penerimaan pemerintah di sektor pajak dan untuk memajukan sistem layanan pajak kepada wajib pajak sehingga perubahan metode pembayaran dapat mempermudah WP OP UMKM untuk melakukan tanggung jawab pajaknya yang dengan demikian dapat berpengaruh terhadap kepatuhan WP (Fadilah dkk., 2021).
Penelitian yang dilakukan oleh (Fadilah dkk., 2021), perubahan cara pembayaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotsis sebagai berikut:
	H2 : Perubahan Cara Bayar Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
[bookmark: _Toc207095904]2.4.3.	Pengaruh Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Insentif pajak merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan keringanan pembayaran pajak kepada WP dengan tujuan agar WP patuh terhadap pembayaran pajak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan signifikan dalam ekonomi nasional karena sumbangannya dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori TPB, sikap mengacu pada bagaimana seseorang mempersepsikan suatu tindakan atau pernyataan secara positif atau negatif. Persepsi positif terhadap insentif pajak dapat membentuk sikap yang lebih baik terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang merasa bahwa pemerintah memberikan kesan baik atas kepatuhan mereka cenderung memiliki pandangan yang lebih positif terhadap pajak.
Meski begitu, tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM masih belum maksimal. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah telah menerapkan berbagai insentif pajak, di antaranya penurunan beban pajak bagi pelaku saha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelaksanaan tarif pajak penghasilan (PPh) final yang lebih rendah, contohnya 0,5% dari total pendapatan, serta dukungan keberlangsungan usaha melalui pemberian fasilitas, penghapusan atau penundaan kewajiban pembayaran pajak, terutama selama periode pandemi. Meskipun demikian, reaksi UMKM terhadap kebijakan insentif itu bervariasi, tergantung pada pandangan setiap pelaku usaha mengenai keuntungan dan kemudahan yang disediakan.
Beberapa UMKM merasakan bahwa insentif seperti pengurangan pajak atau kemudahan dalam pelaporan sangat membantu mengurangi beban usaha, sehingga mendorong mereka untuk taat dalam membayar pajak. Namun, beberapa orang merasa belum sepenuhnya mengerti keuntungan yang ditawarkan dari insentif pajak, keadaan tersebut terjadi karena masyarakat kurang mendapat informasi mengenai insentif ini, ditambah banyak UMKM yang merugi dan gulung tikar, sehingga minat mereka untuk memanfaatkannya berkurang (Linda, 2021). Dengan kata lain, sejauh mana UMKM mengalami manfaat nyata dan kemudahan dalam menggunakan insentif itulah yang memengaruhi sikap dan perilaku kepatuhan pajak mereka.
[bookmark: _Hlk201446733]Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Horri, 2023), insentif berpengaruh positif atau signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotsis sebagai berikut:
H3 : Persepsi Atas Insentif Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
[bookmark: _Toc207095905]2.4.4.	Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak
[bookmark: _Toc198166252][bookmark: _Toc207095906]Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kegiatan sosialisasi gencar di lakukan untuk menambah konsistensi wajib pajak. Sosialisasi perpajakan berguna memperkuat hubungan antara kesadaran dan kepatuhan. Jika sosialisasi perpajakan dilakukan dengan baik, maka pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan akan semakin kuat. Berdasaran teori (TPB), sosialisasi pajak dapat diartikan sebagai proses komunikasi dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, hak-hak wajib pajak, serta manfaat dari pembayaran pajak. Wajib pajak yang lebih memahami kewajiban mereka, hal ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak sebagai hasil dari sosialisasi perpajakan. 
Penelitian yang dilakukan (Hartana & Merkusiwati, 2018), menunjukkan sosialisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh atau melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:
H4 : Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
[bookmark: _Toc207095907]2.4.5.	Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Perubahan Cara Bayar
[bookmark: _Toc198166254][bookmark: _Toc207095908]Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Menurut (Wardani & Wati, 2018), sosialisasi perpajakan merupakan progam yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memperluas wawasan dan pemahaman wajib pajak. Berkaitan dengan sosialisasi pajak terhadap perubahan cara bayar ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban perpajakan menggunakan metode pembayaran yang baru.
 Sosialisasi pajak berperan sebagai moderator yang signifikan dalam perubahan cara bayar pajak, termasuk peralihan ke e-filing dan diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Theory of Planned Behavior, yang menekankan pentingnya sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku dalam mempengaruhi perilaku individu.
Penelitian yang dilakukan (Ismail & Amalo, 2018), menunjukkan sosialisasi memperkuat berarti berpengaruh positif terhadap penerapan cara bayar pajak dengan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:
H5 : Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi (memperkuat) perubahan cara bayar terhadap kepatuhan wajib pajak.
[bookmark: _Toc207095909]2.4.6.	Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Persepsi Atas Insentif Pajak
[bookmark: _Toc198166256][bookmark: _Toc207095910]Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sosialisasi pajak berperan penting dalam membentuk persepsi wajib pajak terhadap insentif pajak. Melalui sosialisasi yang efektif, wajib pajak dapat memahami manfaat dan ketentuan insentif pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan dan pemanfaatan insentif tersebut. Jika sosialisasi pajak efektif untuk di lakukan, maka wajib pajak akan lebih tahu dan paham prosedur dan manfaat pajak yang di berikan oleh pemerintah dan menciptakan motivasi bagi masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Zaikin dkk., 2023). 
Sosialisasi pajak yang efektif berkontribusi pada peningkatan sikap positif, pembentukan norma subjektif yang mendukung, dan peningkatan kontrol perilaku yang dirasakan oleh wajib pajak. Semua ini berkontribusi pada niat dan perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip Theory of Planned Behavior.
Menurut (Anjelina dkk., 2023), sosialisasi pajak berperan memperkuat pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak. Ini berarti efek insentif pajak pada kepatuhan menjadi lebih kuat ketika sosialisasi pajak dilakukan dengan efektif.. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:
H6 : Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi (memperkuat) persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
[bookmark: _Toc207095911]2.5.	Model Penelitian
	Penelitian ini di tujukan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, perubahan cara pembayaran, dan persepsi insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, serta menguji peran moderasi sosialisasi perpajakan dalam hubungan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan UMKM, dan juga memberikan informasi lebih bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan sesuai bagi UMKM. Berikut gambar model penelitian :
Kesadaraan Wajib Pajak (X1)
Perubahan Cara Bayar (X2)
Persepsi Atas Insentif Pajak (X3)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Sosialisasi Pajak (Z)
H1 (+)
H4
H3 (+)
H2 (+)
H6
H5

[bookmark: _Toc200843542]Gambar 2. 2 Model Penelitian
Sumber: Data Diolah, 2025



[bookmark: _Toc207095912]BAB III
[bookmark: _Toc198165190][bookmark: _Toc198166259][bookmark: _Toc207095913]METODE PENELITIAN

[bookmark: _Toc207095914]3.1.	Definisi Operasional 
	Definisi operasional adalah penjelasan atas hal yang telah di teliti menggunakan metode yang telah di tentukan dalam sebuah penelitian secara spesifik dan terukur.
[bookmark: _Toc207095915]3.1.1.	Variabel Independen atau Variabel Bebas (X)
	Variabel independen adalah faktor penyebab atau pengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak perubahan cara bayar dan persepsi atas insentif pajak.
a.  Kesadaran Wajib Pajak (X1)
Kesadaran wajib pajak di sini ialah pemahaman dan pengakuan mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai tingkat kesiapan individu untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Ini mencakup persepsi dan pemikiran yang menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Kesadaran yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka, seperti pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu. Menurut dan (Putri dkk., 2024) ada beberapa indikator menganai variabel ini yaitu:
1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4) Memahami jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan.
5) Mengetahui tata cara pelaporan dan pembayaran pajak.
6) Memahami konsekuensi hukum jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.
7) Mengetahui manfaat pajak bagi pembangunan nasional.
b. Perubahan Cara Bayar (X2)
Perubahan yang di maksud merujuk pada pengaruh yang ditimbulkan oleh modifikasi metode atau mekanisme pembayaran pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Perubahan cara bayar pajak dapat berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut (Sukiyaningsih, 2020), ada beberapa indikator menganai perubahan cara pembayaran pajak yaitu:
1) Sistem pembayaran secara online dapat dilakukan kapan saja.
2) Sistem pembayaran secara elektronik dapat dilakukan dimana saja asal terhubung dengan internet.
3) Sistem pembayaran secara elektronik dapat menghemat biaya.
4) Tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak.
5) Memudahkan dalam melakukan pembayaran.
6) Pelaporan pajak secara elektronik sangat efektif.
c. Persepsi Atas Insentif Pajak (X3)
Persepsi atas insentif pajak ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki pandangan positif terhadap insentif pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Menurut (Saputro & Meivira, 2020), beberapa indikator menganai persepsi terhadap insentif pajak yaitu:
1) Kebijakan tarif pajak UMKM.
2) Persepsi hak dan kewajiban UMKM atas pajak.
3) Penerimaan subsidi pajak UMKM yakni berupa bantuan insentif pajak.
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	Dalam penelitian ini kepatuhan terhadap pajak menjadi variabel dependen yang dapat diartikan sebagai kondisi dimana wajib pajak UMKM memenuhi semua kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan undang-undang perpajakan, mulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan penghasilan, penghitungan pajak terutang, hingga pembayaran pajak tepat waktu. Menurut (Putra, 2020), menyebutkan ada beberapa indikator seseorang menyebutkan ada beberapa indikator seseorang memiliki kepatuhan yaitu antara lain: 
1) Wajib pajak menghitung dan membayar pajak sesuai ketentuan.
2) Wajib pajak melapor SPT dengan benar dan tepat waktu.
3) Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak apapun.
4) Wajib pajak tidak pernah dipidana karena pajak.
5) Wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan.
6) Wajib pajak menggunakan informasi dan mekanisme perpajakan secara benar, misalnya pemanfaatan sistem pelaporan elektronik.
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Sosialisasi perpajakan adalah variabel moderasi dalam penelitian ini. Sosialisasi perpajakan ialah upaya guna memberikan informasi dan pemahaman kepada wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir tentang pajak dan perundang-undangan. Menurut (Wardani & Wati, 2018), ada beberapa indikator menganai sosialisasi pajak yaitu:
1) Penyelenggaran sosialisasi.
2) Manfaat sosialisasi.
3) Sosialisasi pajak secara langsung.
4) Sosialisasi pajak secara tidak langsung.
5) Kelengkapan informasi yang diberikan dalam sosialisasi.
6) Tingkat partisipasi wajib pajak dalam sosialisasi.
7) Kejelasan dan kemudahan pemahaman materi sosialisasi.
8) Pengaruh sosialisasi terhadap pengetahuan perpajakan.
[bookmark: _Toc207095918]3.2.	Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM berjumlah 18.398 yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Dalam penelitian ini teknik untuk menetapkan ukuran sampel dilakukan dengan memanfaatkan rumus yang diajukan oleh (Hair dkk., 2021). Ukuran sampel minimum yang dianggap baik adalah 10:1, dimana sampel dihitung berdasarkan jumlah indikator dikalikan dengn angka 10. Dalam penelitian ini, terdapat 31 indikator yang digunakan, sehingga untuk memperoleh ukuran minimum sampel digunakan rumus  = jumlah indikator  10. Maka, jumlah sampel minimum yang di peroleh n = 30 x 10 = 300 sampel. Dengan kriteria pelaku UMKM yang telah menjalankan usaha minimal 2 tahun dengan rentang omzet mulai dari 15 juta hingga lebih dari 60 juta per bulan.
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Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yakni data wajib pajak UMKM yang memenuhi persyaratan di KPP Pratama Samarinda Ilir. Penelitian ini menggunakan data primer, atau informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, melalui survei yang dilakukan dengan bantuan kuesioner dan diisi oleh setiap wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.
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	Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa kuisioner. Data tersebut dihitung menggunakan skala likert, dari skala 1 – 5. Skala ini di urutkan mulai dari poin ( 1 ) menunjukkan sangat tidak setuju, poin ( 2 ) menunjukkan tidak setuju, poin ( 3 ) menunjukkan netral, poin ( 4 ) menunjukkan setuju, dan poin ( 5 ) menunjukkan sangat setuju. Pemilihan menggunakan skala likert dikarenakan skala ini bersifat tertutup dan tak memaksa seseorang menyampaikan pendapatnya dan mudah untuk di pahami sehingga akan memudahkan dalam pengisian kuesioner.
[bookmark: _Toc200836202]Tabel 3. 1 Skala Likert
	Kriteria Penilaian
	Skor

	Sangat Tidak Setuju (STS)
	1

	Tidak Setuju (TS)
	2

	Netral (N)
	3

	Setuju (S)
	4

	Sangat Setuju (SS)
	5


Sumber : Data Diolah, 2025
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	Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis Partial Least Squares (PLS), atau lebih spesifiknya (PLS-SEM). PLS-SEM ialah satu metode analisis data yang digunakan untuk menguji model hubungan antar variabel dalam penelitian, yang berguna untuk mengukur, menguji, dan memahami hubungan antarvariabel dalam suatu model konseptual (Iba & Wardhana, 2023). Penelitian ini menggunakan software SmartPLS 4, metode ini menentukan pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Y dan pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Y terhadap variabel Z. 
[bookmark: _Toc207095922]3.5.1.	Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif menjelaskan informasi tentang responden penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan dan mengolah data secara ringkas untuk memudahkan pemahaman pembaca. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk membuat data lebih mudah digambarkan dan dipahami oleh peneliti.
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Modal Pengukuran (outer model) atau uji validitas konstruk dalam PLS-SEM terdiri dari uji validitas konvergen dan validitas diskriminan. Salah satu cara menguji validitas konstruk (construct validity) adalah dengan melihat korelasi yang kuat antara konstruk dan item pernyataan, serta hubungan yang lemah dengan variabel lain.
3.5.2.1. Uji Validitas 
Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa subjek penelitian dapat diukur dengan akurat. Ada dua uji validitas konstruk yaitu, uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Uji konvergen menguji suatu konstruk yang berkorelasi tinggi dengan melihat nilai loading factor pada setiap indikator konstruk. Nilai loading factor harus memiliki nilai yang lebih besar dari 0,70 dan nilai AVE (Average Variance Extracted) lebih besar dari 0,50 (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Uji validitas diskriminan diuji dengan membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi konstruk  laten, karena akar kuadrat AVE (Average Variance Extracted) harus lebih nilainya dari korelasi konstruk laten.
3.5.2.2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu composite reliability dan cronbach’s alpha untuk mengukur reliabilitas konstruk indikator reflektif. Rule of thumb harus memiliki nilai reliabilitas konstruk yang lebih besar dari 0,70. Data dapat dinyatakan reliabel dan memenuhi syarat jika memiliki nilai diatas 0,70.
[bookmark: _Toc207095924]3.5.3.	Model Struktural (Inner Model) 
Beberapa komponen item yang digunakan dalam menilai model struktural (inner model) adalah nilai R-Square, F-square dan path analysis. 
3.5.3.1. R-Square 
Nilai R-Square untuk mengukur tingkat variasi variabel independen terhadap variabel dependen atau untuk mengetahui berapa persen variabel bebas mampu mempengaruhi variabel terikat. Kriteria nilai R-Square adalah jika 0,25 (lemah), 0,50 (sedang/moderate) dan 0,75 (kuat).
3.5.3.2. F-Square 
Nilai F-square digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antar variabel dengan effect size. Kriteria nilai F-square adalah jika 0,02 (lemah), 0,15 (sedang/moderate) dan 0,35 (kuat).
 3.5.3.3. Path Analysis 
Path analysis atau estimasi koefisien jalur merupakan nilai estimasi model struktural untuk hubungan jalur harus signifikan. Metode bootstrapping digunakan untuk mendapatkan nilai signifikansi tersebut.
[bookmark: _Toc207095925]3.5.4.	Uji Hipotesis 
Uji hipotesis menggunakan analisis full model structural equation modeling (SEM) melalui smartPLS 4. Dalam SEM bukan hanya membuktikan teori dan model persamaan struktural tetapi juga menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. Tujuan utama pengujian hipotesis adalah untuk memastikan bagaimana masing-masing variabel independen berkontribusi terhadap penjelasan variabel dependen, selain itu tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah suatu hipotesis itu diterima atau ditolak. Rules of thumb yang digunakan melihat nilai path coefisien dan dengan tingkat signifikansi p-value kurang dari 0,05 (5%). Hipotesis dalam penelitian ini dapat dikatakan diterima jika nilai path coefisien positif dan tingkat signifikan p-value < 0,05. Selanjutnya uji hipotesis dalam penelitian ini dapat dikatakan ditolak jika hasil nilai path coefisien negatif atau nilai signifikansi p-value > 0,05.
3.5.4.1. Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 
Moderated Regression Analysis (MRA) pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel ketiga terhadap hubungan antara dua variabel. Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan komponen interaksi antara dua atau lebih variabel bebas sebagai variabel moderasi (Ghozali & Kusumadewi, 2023).
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi pengaruh variabel moderasi dapat memperkuat atau dapat memperlemah antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderasi mempunyai kriteria, yakni : 
a) Moderasi semu (Quaisi Moderator) ialah variabel moderasi antara variabel bebas dan terikat yang merupakan variabel bebas juga. Jika hasil uji signifikansi variabel moderasi < 0,05 dikali dengan variabel bebas dan menghasilkan uji signifikansi < 0,05 maka terjadi moderasi semu. 
b) Moderasi murni (Pure Moderator) ialah variabel yang memoderasi antara variabel bebas dan variabel terikat, namun tidak berperan sebagai variabel bebas. Moderasi murni terjadi jika hasil uji signifikansi variabel moderasi > 0,05 dan hasil uji signifikansi variabel bebas dikali variabel moderasi < 0,05. 
c) Moderasi prediktor (Predictor Moderator) ialah variabel moderasi yang memiliki peran sebagai variabel bebas. Jika hasil uji signifikansi variabel moderasi < 0,05 dikali dengan variabel bebas dan menghasilkan uji signifikansi > 0,05 maka terjadi moderasi prediktor. 
d) Moderasi potensial (Homologiser Moderator) ialah variabel yang tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel terikat dan tidak berinteraksi dengan variabel bebas. Jika hasil uji signifikansi variabel moderasi > 0,05 dikali dengan variabel bebas dan menghasilkan uji signifikansi > 0,05 maka terjadi moderasi potensial.
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KUESIONER PENELITIAN
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PERUBAHAN CARA BAYAR, DAN PERSEPSI ATAS INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI 
Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i) Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
Saya Adilla Ayu Safitri mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Dalam rangka untuk memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan memenuhi kewajiban perpajakannya, saya membutuhkan partisipasi saudara selaku pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengisi kuesioner yang terlampir secara jujur dan sebenar-benarnya saudara rasakan. Saya menjamin bahwa semua data dan respon saudara bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan akademis. Atas kesediaan dan kerjasamanya dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.
a. Nama Usaha / Inisial	:	
b. Alamat Usaha	:	(di isi peneliti)
c. Jenis Kelamin	:	 Laki-laki	 Perempuan
d. Usia	:	 < 25 Tahun	 26 – 35 Tahun
		 > 36 Tahun
e. Pendidikan Terakhir	:	 SMA / Sederajat	 Diploma
	 S1/S2
f. Kepemilikan NPWP	:	 Iya	 Tidak
g. Pendapatan/Omzet (perbulan)	:	 15-30 jt/bln	 > 30 - 60 jt/bln
		 > 60 jt/bln
Petunjuk Pengisian Kuesioner: 
Dari pernyataan yang terlampir, berikan pendapat saudara dengan memberi tanda  pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri saudara. Adapun jawaban yang saudara pilih sesuai dengan ketentuan di bawah ini :
1	:	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	:	Tidak Setuju (TS)
3	:	 Netral (N)
4	:	Setuju (S)
5	:	Sangat Setuju (SS)
A. Kesadaran Wajib Pajak
	NO
	PERTANYAAN
	TANGGAPAN

	
	
	RESPONDEN

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Wajib pajak mengetahui bahwa terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan perpajakan di Indonesia.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Wajib pajak meyakini bahwa pajak yang disetorkan digunakan untuk pembangunan dan layanan publik.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Wajib pajak mengetahui konsekuensi hukum jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Wajib pajak memahami jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku UMKM.
	
	
	
	
	

	5.
	Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara offline ke kantor pajak maupun online melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).
	
	
	
	
	

	6.
	Wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayar pajak dapat dikenakan sanksi administratif oleh otoritas pajak.
	
	
	
	
	

	7.
	Wajib pajak mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan bermanfaat untuk pembangunan nasional.
	
	
	
	
	



B. Perubahan Cara Bayar
	NO
	PERTANYAAN
	TANGGAPAN

	
	
	RESPONDEN

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Wajib pajak megetahui bahwa sistem pembayaran pajak secara online dapat dilakukan kapan saja.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Wajib pajak megetahui bahwa sistem pembayaran pajak secara elektronik dapat dilakukan di mana saja asal terhubung dengan internet.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Wajib pajak megetahui bahwa sistem pembayaran pajak secara elektronik dapat menghemat biaya.
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Wajib pajak mengetahui jika membayar pajak bisa dilakukan meski tanpa harus pergi ke kantor pajak.
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Wajib pajak megetahui bahwa sistem pembayaran pajak secara elektronik dapat menghemat biaya.
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Wajib pajak mengetahui bahwa pelaporan pajak secara elektronik sangat efektif untuk dilakukan.
	 
	 
	 
	 
	 



C. Persepsi Atas Insentif Pajak
	NO
	PERTANYAAN
	TANGGAPAN

	
	
	RESPONDEN

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Wajib pajak merasa bahwa tarif pajak UMKM yang ada sudah sesuai dengan kemampuan usahanya.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Wajib pajak mengetahui adanya hak dan kewajibannya sebagai pelaku UMKM terkait perpajakan.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Wajib pajak mengetahui adanya subsidi pajak, dan berpengaruh untuk usahanya. 
	 
	 
	 
	 
	 



D. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	NO
	PERTANYAAN
	TANGGAPAN

	
	
	RESPONDEN

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Wajib pajak harus melakukan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dengan benar sesuai ketentuan perpajakan.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar tepat waktu.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan atas pajak apapun.
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Wajib pajak tidak pernah dipidana karena kasus perpajakan.
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan dari pihak manapun.
	
	
	
	
	

	6.
	Wajib pajak paham tata cara penggunaan sistem pelaporan elektronik sangat penting agar UMKM dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu.
	
	
	
	
	







E. Sosialisasi Pajak
	NO
	PERTANYAAN
	TANGGAPAN

	
	
	RESPONDEN

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	KPP Pratama Samarinda Ilir memberikan informasi peraturan perpajakan yang baru.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Sosialisasi pajak membuat wajib pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara langsung oleh petugas kantor pajak sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai sistem dan peraturan yang berlaku.
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Dengan adanya sosialisasi perpajakan melalui media yang mendukung seperti TV, koran, brosur, internet dan lain-lain dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi secara tidak langsung mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku.
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Wajib pajak merasa informasi yang diberikan dalam sosialisasi pajak untuk UMKM sudah lengkap dan jelas.
	
	
	
	
	

	6.
	Wajib pajak berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi pajak yang diselenggarakan.
	
	
	
	
	

	7.
	Materi sosialisasi pajak mudah dipahami dan disampaikan dengan jelas.
	
	
	
	
	

	8.
	Sosialisasi pajak meningkatkan pengetahuan saya tentang perpajakan.
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